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       Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2016 telah ditentukan secara jelas hal-hal yang dapat
dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota selaku
penyelenggara Pilkada. Namun KIP Aceh memberikan sanksi pembatalan terhadap paslon Said-Nafis padahal tidak ada hal yang
terbukti dilakukan oleh paslon ini dan/atau tim kampanyenya yang dapat menyebabkan paslon dapat dikenakan sanksi pembatalan
sebagai peserta pemilihan dalam Pilkada serentak  Tahun 2017 di Abdya.
       Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan apakah keputusan KIP Aceh untuk melakukan pembatalan terhadap
paslon Said-Nafis sudah tepat menurut hukum, dan untuk menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat adanya keputusan KIP
Aceh terhadap penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Abdya Tahun 2017.
       Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian hukum normatif empiris. Metode
penelitian ini dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan menganalisis melalui data dan bahan hukum seperti
peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, yurisprudensi, buku, doktrin dan jurnal hukum serta mencari dan menganalisis
dokumen-dokumen hukum.
       Hasil dari riset menunjukkan bahwa KIP Aceh tidak boleh membatalkan paslon Said-Nafis mengingat pembatalan ini
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta masih adanya tindakan lain yang bisa dilakukan
KIP Aceh untuk melaksanakan perintah â€œkoreksiâ€• dari DKPP, dan keputusan yang diambil KIP Aceh untuk membatalkan
paslon Said-Nafis tidak hanya menimbulkan kerugian bagi paslon Said-Nafis akan tetapi keputusan tersebut juga merugikan negara.
       Disarankan agar KIP Aceh diberi penguatan lebih mendalam tentang pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan
khususnya tentang Pilkada serta pemahaman tentang batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut dan
disarankan agar KIP Aceh dalam mengambil suatu keputusan harus lah dilakukan dengan cermat dan penuh dengan kehati-hatian
sehingga keputusan yang diambil tersebut tidak menimbulkan banyak kerugian. 
